LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Nao. Serl. KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 23 TAHUN 2003
TENTANG

PEMJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN
PANGAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang - o Bohwa dengan teloh ditetopkan Peraturan Doerah Kabupaten
Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tfentong Perubohan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 20 Tahun 2000
tentang Perbeniukan Organisasi dan Tata Ketja Lembaga Teknis
Diaerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran
Pelaksongan  fugas Kantor Ketohanon  Pongon  dilokukan
Penjubaran Tugas Pekok dan Fungsi Kantor Katahonan Pangen
Kabupaten Muara Enim ;

b. Bohwa berdosarkan perfimbangon  sebagaimona  dimoksud
huruf a perly menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Perijabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Muara Enim.

Mengingat  : 1. Undang — undong Republik Indonesia Momor 28 Tahun 1959
tertang Pembentukon Daerah Tingkat I don Kota proja di
Sumatera Selaton | Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1959 Momor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesic
Momor 1821 ) ;

5 Undang-undang Republik Indonesio Memor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintohan Daerah | Lembaran MNegaora Republik
Indonesia Tohun 1999 Momor 60, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3839 | ;

3. Undong-undong Republik Indenesia Momer 25 Tahun 1999
fentang Perimbangan Keuangan antara Pemertintah Pusat dan
Daerah | Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahon Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 3848 | ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Momor & Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepagawaian | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran REpXKVI
Republik Indonesia Nomeor 3041 | sebagaimana telah-diubah
dengan Undang -undang Momeor 43 Tahun 1999 (Lergbardh
Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169,
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomer 3690 |

-
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Pergturan Pemerintch Republik Indonesia Momeor 25 Tahun 2000
tenfong Kewenangon Pemerintoh don kewenongan Propinsi
sebagai Daerah Otonom, | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nemaor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesio Nomor 3952 )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momeor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Orgonisasi Perangkat Doerch | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun 1999
tertang Teknik Penyusunan Perafuran Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan  Undang-undang, Rancangan  Perafuran
Pemernial dan Rancangon Keputuson Presiden | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 701 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000
tentang  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten Muara  Enim
[ Lemnbaran Daerah Kabuparen Muara Enim Tohun 2000 Nomor
26);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momer 21 Tahun 2002
tentang Perubohan ales Peraturan Doeroh Kabupaten Muara
Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim |

MEMUTLUISKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMJABARAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABURATEMN MUARLS, EMNIM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dolam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
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Daoerah adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Daerch adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Bupati adalah Bupati Muara Enim,

Wakil Bupati adaleh Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.,

Sekrataris Doerah adalah Sekretaris Daerah Kabupeaten Muara Enim.
Kantor Katahanan Pangan adalah Kantor Katahanan Pangan Kabupaien
Muara Enim.

Kepala Kantor adoloh Kepale Kantor Ketohonan Pangon Kabupaten
Muara Enim.

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hok secara penuh oleh pejobat yang
berwenanag untuk melaksonakan kegictorn yong sesual dengan profesi
keahliannya dalam rangka mendukung pelaksanaon ugas Pemerintahan
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KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Kantor Ketghonan Pangon merupakan unsur penunjang  Pemerintah
Daergh  dibidang Ketohanan Pangan  sesuai dengan  Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;

(2} Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jowab kepada Bupali melalui Sekretans Doerah

Pasal 3

Kanlor Katohanan Pangan mempunyal fugas menyelenggarakan Pembinaan
dan pengowasan Ketohanan Pangon Doeroh dibidang pemberian bimbingan,
koordinasi penyediaan, distribusi, serta penganeka ragaman dan kebutuhan
pangan masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarkan tugas tersebut pada pasal 3, Kontor Ketohanan
Pangan mempurnyal fungsi :

a. Pelaksanaon penakajion perencongan, keordinasi, perumusan kebijakan
teknis, pengembangan, pemantauan dan pengendalion sesual  dengan
lingkup tugasnyad ;

b, Pelaksanaan penyigpan bahan  koordinasi  penyedioan,distribusi dan
penganaka ragoman kensumsi pangan |

c. Pelaksonaan perumusan kebliokon pengadoan, pengeloloan, distribusi
dan konsumsi pangan ;

d. Pelaksanaan  pengembangan  kelembogoan  kefahanan  pangan
masyarakat ;

2. Pelaksanoan pencetaan potensi pengadaan dan kebutuhan antar wakiu
dan antar daerah untuk menanggulangi kerawanan pangan ;

f. Peloksanan penyuluhan dan gerakan penganeka ragaman produksi
olahan pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal ;

g. Pelaksanaan pemantauan, pembinaon, pengendatian, pengawasan muiu
dan keamanan pangan ;

h. Pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan,
pengelolaan disiribusi dan komsumsi pangan ;

i. Peloksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan kantor ;

I, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh aiasan.
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BAE Il
ORGAMNISASI
Bagian Perfama
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal &

Kantor Ketahanan Pangan terdiri dan

Kepala

Sub Bogion Tata Usaha

Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan
Seksi Distribusi den Harga pangan

Seksi Kewasdapaan Pangan dan Gizi

Seksi Penganeka ragaman konsumsi dan pangan
Kelompok Jabatan Fungsienal

@ omeanoa

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal &

sub Dogiaon Tata Uscha mempuryal tugos melaksanagkan  penyusunon
rencana dan program, urusan surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian,
keuangan, perengkapan, rumah tangga don perjalanan dinas.

Pasal 7

Uniuk menyelenggarakan tugas lersebut podo pasal 6, Sub Bogion Tota
Usaha mempunyai fungsi :

a, Penyiapan bahan dan keordinasi palaksanaon penyusunan rencana dan
program kerja ;

b. Peloksanoon unusan kepegowaian ;
c. Pelaksanaaon pengelolaan administrasi kevangan ;

d. Pelaksanaan urusan surat menyural dan kearsipan, rumah fongga,
perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Ragian Kefiga
SEKS! KETERSEDIAAN DAM KELEMBAGAAN PANGAN
Pasal 8

Seksi ketersedican dan  kelembagoan pangan  mempunyal  fugas
melaksanakan pengkajioan ketersedioan dan kelembagaan pongan sena
memantau dan evaluasi pelaksanoonnya.

Posal @ ...
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Pasal 9@

Unifuk menyeleriggarkan tugas tersebut pada pasal 8, seksi ketersedioan dan
kelembagaan pangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan identifikasi menetapkon standar kebutuhan pangan dalam
perencanaan kebutuhan pengadaan pangan ;

b, Pelaksancan pemantauan, pengamanan ketersedioon pangon wilayah
khusus kecamatan don  desa Pelaksonaan  identifikesi  dalam
perencanaon;

¢. Peloksanaon penyedican cadangon kecukupan dan permerataan pangan
komoditas prioritas ;

d. Pelaksanaan identifikasi pade pengembaongan teknelogi pangan lokal
bahan pangan pokok atternatif serfa membuat pelaksanaannya ;

g, Peloksonoan  rekoyasa  kelembagaan pangan  dan  pembinaannya,
pengermbangan pola identifikosi

f  Peloksanaan pengkajion don perumusan paket teknelogi pertanian serta
pola identifikasi usaha tan ;

g. Pelaksonaan pengkoordinasion perumusan  kebijoksanaan pola/sistern
sarana dan prasorana ketersedioon pangan ;

h. Peloksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga
SEKS| DISTRIBUS! DAN HARGA PANGAMN
Pasal 10
seski Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan distribusi
pangan, harga pongan dan stobilitas harga serta pemantauan / ayoluasi
pelaksanaanya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugos tersebul pada posal 10, seksi Distribusi dan
Harga Pangan mempunyal fungsi :

a. Pelaksonaan pemantauan dan pengomanan kebijoksonaon harga dasar
gabah pangan yeng layak bogi masyarakat ;

b, Pelaksanaan penetapon stondor don bohan pengembangan pola dan
sistem distribusi pangan, penyelenggaraan kerja antar lembaga ;

¢. Pelaksonaan penyiapan bohan untuk pengembangan sistem jaringan dan
pola distribusi pangan, serto memantau keloncaran distibusi pangan antar
wilayah dan antar waktu ;

d. Pelaksanaan ...
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Pelaksanaan penyiapan bohan unfuk peningkaton efektifitas dan efisiens
distribusi pangan ;

Wengkoordinasikan pemantauan, mengevaluasi pelaksanaan pengadaoan
dan distribusi pangan ;

Pengkdjion don pengembangan sarana/prosarand distribusi, stabilitos
harga ;

g. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan indikator ketahanan pangan ;

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Bagian Kempat
SEKS| KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

Pasal 12

Seksi kewaspadoan pangan dan gizi mempunyai gas melaksanakan
pengembangan kewaspadoan pangan dan gizi serta pemantauan dan
evalucsi pelaksanaannyd

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebul pada posal 12, seks] kewaspodaan
pangan dan gizi mempunyai fungsi :
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Pelaksanaan penyusunan rencand pengembangan kewaspadaan pangan
dan gizi, neraca, bahan makanan, program pengodaan pangan |

Peloksonaan  pemantauan  rawan  pangarn, kearnanan  pongan, mut
pangan dan gizi ;

Pelaksancon  pengowason  penerapan  standar pengadaan  dan
pengelolaan bahan pangan ;

Palaksaroan Koordinasi permbinoon  keomenan dan mutu pangan,
pengkajion don idenlifikasi kerawanan pangan ;

Peloksonaan pelabelan produk olohan hasil industr primer hasil pangan ;

Palaksanaan pengowesan industi primer pengelolaan pangan ;

_ Peloksanaan ugas-tugas lain yang diberkan oleh atasan

Bagian Kelima
SEKS| PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Pasal 14

Seksi penganekarogoman  kensumsi pangan mempunyai  fugas
melaksanakon dan menganalisis pela konsumsi pangan, menerapkan
teknologi pangan lokal serta pemberdayaan masyarakat dibidang konsumsi
pangan

Pasal 150000
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Pasal 15

Unfuk  menyelenggarakan tugas fersebut pada  pasal 13, seks
penganekaragaman komsumsi pangan mempunyal fungsi -

a. Pelaoksanaan penganekaragaman konsumsi pangan ;

b. Pelaksoncan dan penyiopan bahan dalam rangka diversifikasi don
pengembangan pangan ;

¢. Pelaksanaan penyiopan bahan penyusunan rencana pengembangan jenis
pangan aliernatif berdasarkan potensi wilayah ;

d. Pelaksanan penyiapan koordinasi penyusunan neraca bohan makanan
serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan pola pangan harapon ;

& Peldksanan penyiapan, penyusunon pola konsumsi pangan lokal dan
tradisional serta pemetaan pangan lokal dan tradisional ;

f. Peloksanoon pengembangan pola konsumsi dengan pemanfactan surmber
pangan nen beras serta ketersedioon bohan pangon don sosial budaya
masyarakal ;

g. Peloksonaan pengembaongon peran serla masyarakot dalom rangka
berbagal kensumsi pangan, jenis pangan, sistem imformasi pola konsumsi
pangan ;

. Pelaksoanaan tugas lain yong diberikan otasan,
Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUMGSIOMAL

Pasal 16
Kelompok lobatan Fungsional mempunyai fugas melaksanakan sebagian
tugas dinas sesuai dengan bidang keahlion tenaga fungsional masing-masing
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang beraku.

Pasal 17
(1l Kelompok Jabaotan Fungsional terdin dari sejumlah tenaga fungsional yang

lerbagi dalom  berbagal tenaga fungsional sesual dengan  bidang

keahlionnyad ;

12} Masing-masing kelompek tenaga fungsional dipimpin oleh seorang fenaga
fungsional senior yang di tunjuk cleh Kepala Kantor ;

131 Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1} ditenfukon berdasarkan
Kebutuhan dan beban kerja ;

(4] Jenis dan jenjong jabatan fungsional sebogaimana dimaksud ayat (1) diatur
berdasarkan Peraturan Perundaeng-undangan yong berlaku,
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BAB IV
PENUTUP
Fasal 18

Hal-hal yang belum diotur dalom Keputusan ini sepanjong mengenai
pelaksanaanya akan ditetapkan fersendin cleh Bupati.

Pasal 19
Keputusan ini mulai beriaky pada fangaal diundangkan.

Agar supoya setiap orang dapat  mengetahuingg,  memerintahkan
Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam  Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di  Nwuara Enim
pt}qu Tunggﬂi 11 Agirsiis . 2003

BUPATI MUARA ENIM
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KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di - Muara Enim
pada fanggal 11 AsTsTS 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOES
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMQR 1/ =T



